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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 19451. Pemilihan umum (general election) merupakan 

salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. 

Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan 

bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan 

pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah 

ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang 

berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus 

juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya2 

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut 

masa kampanye pemilu. Kampanye merupakan hal yang penting didalam 

sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon 

peserta pemilu dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas, 
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sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan 

dilakukan oleh calon peserta pemilu setelah mereka terpilih. Setiap peserta 

pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian 

sebanyak-banyaknya.3 Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan 

Alat Peraga Kampanye. 

Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat 

nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk 

kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut 

peraturan KPU agar dapat ditaati oleh calon peserta pemilu, calon Presiden 

dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPU dapat 

memfasilitasi metode Kampanye sesuai dengan kemampuan keuangan 

negara. Sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan 

mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke 

bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi 

untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan 

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.  

                                                           
3
 Antar Venus. Manajemen Kampanye. Remaja Rosdakarya, (Bandung: 2004). hlm. 7. 
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Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 

298 (2) yang berbunyi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh 

pelaksana kampanye pemilihan umum dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau 

kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, juga mengatur 

tentang Alat Peraga Kampanye. Yang dimaksud dengan Alat Peraga 

Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, 

program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang 

untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih 

peserta pemilu tertentu.4  

Dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada April 

2019, semakin maraknya juga Alat Peraga Kampanye dari berbagai calon 

peserta pemilu yang telah terpasang dibeberapa titik penempatan di 

Tulungagung. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye yang berupa 

baliho, billboard atau videotron, spanduk dan/atau umbul-umbul yang 

telah terdapat aturan pemasangan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum No 33 Tahun 2018 terkait pemasangannya dalam Pasal 34 (5) yang 

berbunyi “Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau 

                                                           
4
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kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” yang juga berkesinambungan dengan Peraturan Bupati nomor 

49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur terkait titik 

pemasangan reklame dan penertibannya. Dalam pengamatan peneliti 

banyaknya Alat Peraga Kampanye yang masih mengabaikan etika 

terpasang dan terjejer di tempat yang tidak sesuai titik pemasangan yang 

sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti terpasang di traficlight, 

pohon pohon, jembatan penyebrangan, pagar tanaman,ditiang listrik, dan 

fasilitas umum yang menyebabkan merusak estetika dan lingkungan, 

banyak juga jika melihat dijalanan Alat Peraga Kampanye yang telah 

sobek atau yang telah dirusak berjejeran di jalanan yang mengurangi nilai 

estetika dan keselamatan/keamanan, dan dipasang ditempat yang terlarang, 

meliputi tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat 

pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga 

pendidikan, imbasnya ruang publik menjadi timbunan sampah visual, 

dengan maraknya kejadian pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak 

sesuai dengan peraturan tersebut, maka peneliti merasa pengawasan dan 

penertiban Alat Peraga Kampanye menarik untuk diteliti. Penulis berusaha 

mencari fakta dan jawaban melalui penelitian yang berjudul “Pengawasan 

dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 

di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada 

Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 

hukum positif? 

2. Bagaimana pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada 

Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung berdasarkan 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan Penelitian ini, yaitu  

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengawasan dan 

penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 

di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif. 

2. untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengawasan dan 

penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 

di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Hukum Islam 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang 

pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilihan 

umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung 

b. Sebagai acuan peneliti berikutnya, supaya peneliti berikutnya dapat 

mengembangkan isi dari penilitian yang sudah penulis teliti. 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan 

pendidikan program Strata satu di Kampus Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Tulungagung 

b. Bagi lembaga, untuk Kampus IAIN Tulungagung dan lembaga 

yang melaksakan kewenangannya dalam bidang pengawasan dan 

penertiban memberikan arah-arahan yang sesuai dalam peraturan 

yang sudah diatur. 

c. Bagi masyarakat, masyarakat supaya mengetahui bagaimana 

kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Peneriban Alat 

Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten 

Tulungagung sesuai hukum yang sudah diatur 

E. Penegasan Istilah 

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan 

proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah 

yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Definisi Konseptual 

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait 

dengan “Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada 

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung” (Perspektif 

Hukum Positif dan Hukukm Islam) maka, penulis memandang perlu 
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untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai 

berikut: 

a. Pengawasan  

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan 

pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai 

dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa 

semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, 

keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisis, 

dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang telah 

disusun. 

b. Penertiban 

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau 

kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai 

rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan 

dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. 

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang 

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Alat Peraga Kampanye 

Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, 

program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang 
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dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk 

mengajak orang memulih peserta pemilu tertentu. 

d. Pemilu 2019 

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

e. Hukum Postif 

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang 

berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan 

oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam negara 

Indonesia. 

f. Hukum Islam 

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah 

kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul 

mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua 

pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan 

oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut 



9 
 

istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk 

umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan 

amaliyah. 

2. Definisi Operasional 

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional 

yang dimaksud dengan “Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga 

Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten 

Tulungagung” (Perspektif Hukum Positif dan Hukukm Islam) adalah 

penelitian terkait dengan bagaimana efektivitas pelaksanaan 

pengawasan dan penertiban pemasangan alat peraga kampanye oleh 

lembaga yang bersangkutan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  yang dilakukan pada 

Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Apakah 

dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye ini telah 

berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang telah ada 

dan sesuai dalam pelaksanaannya atau sebaliknya. Sehingga nanti 

dapat disimpulkan bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penertiban 

alat peraga kampanye yang sesuai dan benar bersadasarkan ketentuan 

yang ada. 

F. Sistematika Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun 

sistematika pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi 
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dasar dalam pembahasan penulis dalam proposal penelitian ini, maka 

penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini 

melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diceritakan tentang latar belakang persoalan dan 

permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam tulisan ini. Dalam bab 

ini juga dilakukan batasan-batasan penelitian yang dirangkum dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menajadi bahan analisis 

dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Dengan demikian akan 

terjadi kesinambungan antara keinginan dalam rumusan masalah dan 

dalam pembahasan.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini merupakan bab teori atau bab penelaahan pustaka 

yang mengambil tema tinjauan umum tentang pengawasan dan penertiban 

Alat Peraga Kampanye pemilihan umum. Disini akan membahas secara 

normatif mulai dari hukum materiilnya sampai penegakan hukum di 

Indonesia dan kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan 

dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu berdasarkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilihan  Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 
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Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati 

Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame 

di Kabupaten Tulungagung. Serta membahas tentang hukum Islam yang 

mengatur mengenai pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye. 

Melalui ini kita dapat mengetahui tentang beberapa rujukan yang menjadi 

dasar dalam melakukan upaya peningkatan peran dan fungsi Pemerintahan 

di Indoenesia. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi 

penetilian, kehadiran peneliti, sumberdata, pengumpulan data, analisis 

data, pengecekan keabsahan data. 

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan 

topik sesuai dalam pertanyaanpenelitian dan hasil analisis data. Paparan 

data diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau 

hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi 

informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur 

pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian 

disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul 
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dari data. Selain itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem 

klasifikasi, identifikasi, dan tipologi. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Membahas hasil dari rumusan masalah 

1. Pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 

di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif 

2. Pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 

di Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum Islam 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang 

telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan 

saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara 

komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi 

dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti. 

 

 

 

 

 

 




